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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jaln  :Basuki Rahmat No.10 PrayaabupatenL.ombok ngah
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Sifat . Biasa

Lampiran L -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Bupati Lombok Tengah
2. Wakil Buapti Lombok Tengah

di-

Tempat

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum;



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum;

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas,

disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa:

a. Pasal 281 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

1. Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,
menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan
wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan
fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat
negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

2. Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas
penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

b. Pasal 303 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi: (2) Cuti bagi gubernur atau wakil
gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang
melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap
minggu selama masa Kampanye. (3) Hari libur adalah hari bebas untuk
melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
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2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 62 berbunyi:

1. Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan
mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat
negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota
partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara
dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan
fasilitas yang melekat pada jabatan.

3. Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu
harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye
Pemilu.

4. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis
dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum
pelaksanaan Kampanye Pemilu.

5. Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disampaikan kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bertugas
untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, oleh sebab itu
kami mengimbau kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dalam
masa kampanye Pemilu 2024 untuk:

1. Dalam melaksanakan kampanye agar mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara jika melaksanakan kampanye di hari
kerja.

3. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan
bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Demikian imbauan ini disampaikan.

disampaikan terima kasih.

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip
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Atas perhatian dan kerjasamanya

Fauzan Hadi
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